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ABSTRAK
PT PLN sebagai salah satu BUMN yang berkewajiban mengelola energi listrik pada tahun 2007 menerapkan kebijakan terhadap sistem pembayaran tagihan rekening listrik bagi pelanggannya. Penerapan sistem Payment Point Online Bank (PPOB) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) pada pelaksanaannya menimbulkan permasalahan karena terdapatnya biaya administrasi yang dibebankan tanpa persetujuan konsumen dan telah melanggar hak-hak konsumen. Permasalahan yang timbul antara lain bagaimana tanggung jawab PT PLN oleh negara (BUMN) dalam menyediakan energi bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikaitkan dengan penerapan kebijakan biaya System Payment Point Online Bank (PPOB) tanpa persetujuan konsumen?. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap tanggung jawab PT PLN sebagai pelaku usaha atas penerapan kalusula baku tentang kebijakan biaya System Payment Point Online Bank (PPOB) tanpa persetujuan konsumen. Penyelesaian sengketa apa yang dapat dilakukan konsumen terhadap PT PLN sebagai pelaku usaha atas penerapan klausula baku kebijakan biaya System Payment Point Online Bank (PPOB) tanpa persetujuan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?. PT PLN sebagai pelaku dalam menerapkan kebijakannya sudah seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen agar dapat tercipta asas keadilan.
Penelitian ini dilakukan dengan spesifikasi penelitian berupa Deskriptif Analitis. Deskriptif karena penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Kebijakan sistem Payment Point Online Bank kemudian menganalisanya dengan menggunakan kajian teoritis. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan teori konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis. Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan metode Yuridis Kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah hukum. 
Berdasarkan penelitian diketahui bahwa tanggung jawab PT PLN berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengelola listrik dan mendistribusikannya untuk kepentingan masyarakat serta memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap tanggung jawab PT PLN atas penerapan kebijakan biaya sistem Payment Point Online Bank (PPOB) tanpa persetujuan konsumen adalah bertentangan dengan Pasal 4 huruf b dan c, Pasal 5 huruf c serta Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap PT PLN sebagai pelaku usaha yaitu melalui upaya penyelesaian sengketa diluar maupun didalam pengadilan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Listrik adalah salah satu bentuk energi yang penting bagi kehidupan manusia karena hampir seluruh kegiatan dilakukan dengan menggunakan listrik. Merupakan suatu kenyataan bahwa kebutuhan akan energi listrik di Indonesia, makin berkembang menjadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi, industri dan informasi. Di Indonesia PT PLN merupakan pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan, selain itu sebagai satu-satunya perusahaan pengadaan dan pendistribusian listrik bagi seluruh wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 
Sebagai BUMN PT PLN dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya dalam menghasilkan produk yang berkualitas, strategi pemasaran yang baik, dan memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan agar mampu berdaya saing dengan perusahaan lainnya.  PT PLN dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak terlepas dari berbagai macam kendala yang dihadapi, seperti inefisiensi anggaran,  keterbatasan  suplai  energi  pembangkit  listrik,  pencurian listrik, jumlah tunggakan yang sangat besar terhadap pelanggan, dan lain-lain. Permasalahan tunggakan merupakan hal yang diutamakan oleh PT PLN, karena berkaitan dengan keuntungan yang akan didapat. Berkaitan dengan permasalahan tunggakan, maka PT PLN memerlukan suatu sistem dalam penerimaan pembayaran tagihan listrik. 
Melalui perkembangan teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi, maka dibuatlah sistem yang dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Sistem tersebut adalah PPOB (Payment  Point  Online  Bank) yang digunakan oleh PT PLN. Hal  tersebut  telah  dimuat  dalam Keputusan  Direktur PT. PLN (Persero)  Nomor  021.K/0599/DIR/1995 yaitu tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Langganan. Sistem PPOB ini adalah layanan pembayaran listrik pelanggan PLN secara online melalui jasa bank.

Kebijakan untuk menerapkan sistem PPOB walaupun bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, baru, murah, dan sederhana, namun pelaksanaan kebijakan ini masih menimbulkan pertentangan dari berbagai kalangan masyarakat. Pertentangan tersebut disebabkan karena terdapatnya biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan listrik. Seharusnya beban biaya administrasi menjadi tanggung jawab dari PT PLN selaku pihak yang memiliki kewajiban dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum utama dalam masalah perlindungan konsumen. Apabila dilihat dari Undang-Undang tersebut, maka akan tampak jelas bahwa terdapat ketidaksesuaian antara hak yang harus didapatkan oleh konsumen PT PLN dengan kewajiban yang harus dilakukan berupa pembayaran biaya administrasi.

PT PLN seringkali tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam undang-undang karena merasa mempunya hak monopoli atas penyediaan tenaga listrik. Masayarakat tidak mempunyai pilihan lain karena hanya PT PLN satu-satunya yang menyediakan tenaga listrik. Oleh karena tidak ada pilihan lain, sementara listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka mau tidak mau suka tidak suka, masyarakat seolah “pasrah” pada semua yang dilakukan oleh PT PLN. 

Perjanjian antara PT PLN dengan Bank maupun antara pihak Bank dengan vendor merupakan kesepakatan yang hanya dilakukan oleh dua pihak saja. Tidak terdapat pihak konsumen di dalam kedua perjanjian tersebut, karena konsumen perikatannya dengan PT PLN hubungannya hanya diikat dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan konsumen, PT PLN memberlakukan kontrak standar.  Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Termasuk didalamnya ketentuan mengenai penerapan biaya administrasi dalam proses pembayaran tagihan listrik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penerapan biaya administrasi dalam sistem Payment Point Online Bank (PPOB), maka beberapa masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab PT PLN oleh negara (BUMN) dalam menyediakan energi bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dikaitkan dengan penerapan kebijakan biaya System Payment Point Online Bank (PPOB) tanpa persetujuan konsumen?
2. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap tanggung jawab PT PLN sebagai pelaku usaha atas penerapan kalusula baku tentang kebijakan biaya System Payment Point Online Bank (PPOB) tanpa persetujuan konsumen?
3. Penyelesaian sengketa apa yang dapat dilakukan konsumen terhadap PT PLN sebagai pelaku usaha atas penerapan klausula baku kebijakan biaya System Payment Point Online Bank (PPOB) tanpa persetujuan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 
PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab PT PLN Sebagai Negara (BUMN) Dalam Menyediakan Energi Bagi Rakyat Berdasarkan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Kegiatan ekonomi di setiap negara mempunyai peranan penting karena merupakan indikator dari berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan. Terdapat beberapa paham ekonomi yang dianut oleh setiap negara, untuk Indonesia paham yang dianut adalah paham ekonomi campuran yang ditandai dengan terdapatnya paham kekeluargaan dan gotong-royong. 

Menurut W Friedman Aliran kekeluargaan atau gotong royong di dalam paham ekonomi campuran pada dasarnya ingin menggambarkan pentingnya tugas institusi pemerintah dan swasta dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber kemakmuran.

Paham ekonomi campuran terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama ayat (2) dan (3) yaitu sebagai berikut :

Ayat 2

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. 

Ayat 3

 “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Pasal tersebut bahwa terdapat campur tangan dari pemerintah dalam penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dari negara. Dalam melakukan pengurusan cabang-cabang produksi, maka negara membentuk badan usaha berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengertian dari BUMN adalah:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. 

BUMN dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Pengertian perusahaan persero terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN Perum adalah BUMN yang tujuan pendiriannya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. 
Tanggung jawab PT PLN sebagai BUMN yaitu menjaga ketersediaan listrik bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa :

“Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”.
Mengenai tanggung jawab PT PLN untuk menjamin ketersediaan listrik, pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan. Pada tahun 2008 merupakan puncak dari krisis listrik, dimana pemadaman hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN tahun 2016-2025 penjualan listrik dalam 5 (lima) tahun terakhir tumbuh rata-rata 8,1% per tahun. 

Penjualan tenaga listrik di Sumatera tumbuh jauh lebih tinggi, yaitu rata-rata 9,4%per tahun. Pertumbuhan ini tidak seimbang dengan penambahan kapasitas pembangkit yang hanya tumbuh rata-rata 5,2% per tahun. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis daya yang kronis di banyak daerah. Pada tahun 2010, krisis daya ini diatasi dengan sewa pembangkit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) diketahui bahwa listrik merupakan masuk ke dalam 10 (sepuluh) besar pengaduan masyarakat. Pertumbuhan jumlah pelanggan listrik tidak diikuti dengan jumlah pembangkit sehingga menyebabkan terjadinya pemadaman. Masyarakat yang selama ini kegiatannya bergantung pada listrik merasa dirugikan dan sering tidak terdapatnya pemberitahuan mengenai pemadaman.  Setiap tahun tarif dasar listrik mengalami kenaikan belum lagi ditambah dengan biaya administrasi pada setiap transaksi pembayaran tagihan listrik, namun tidak diimbangi dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam menanggapi masalah harga dan pemadaman listrik, PT PLN menyebutkan bahwa harga kenaikan tenaga listrik mengikuti juga harga bahan bakar yang terus naik setiap tahunnya. Kesulitan PT PLN dalam menambah pembangkit baru disebabkan karena tidak terdapatnya pemasukan untuk modal pembangunan pembangkit. Pendapatan PT PLN didapatkan dari penjualan listrik kepada masyarakat selain daripada subsidi dari pemerintah. Apabila tunggakan terhadap tagihan listrik cukup tinggi, maka berpengaruh terhadap pendapatan PT PLN.

PT PLN bertanggungjawab dalam menyediakan listrik dengan jumlah, kualitas maupun harga yang wajar bagi masyarakat agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Tanggung jawab PT PLN untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat sesuai dengan teori Walfare State. 
Suatu tugas atau kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan kepada publik (masyarakat), peraturan penting yang menjadi perhatian adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kewajiban pelayanan terhadap masyarakat terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Fungsi ini dipertegas kembali dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dijelaskan tentang hak-hak konsumen kelistrikan, antara lain sebagai berikut :
Konsumen berhak sebagai berikut :

1. Mendapat pelayanan yang baik,
2. Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik,
3. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar,
4. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, dan
5. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoprasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur di dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada pelaksanaannya masih dianggap lemah, karena tidak memuat bentuk tanggung jawab seperti apa yang seharusnya diberikan oleh PT PLN apabila tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai dalam penyediaan listrik maupun pelayanan yang maksimal. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan hanya diatur mengenai sanksi bagi pelanggan atau konsumen listrik, namun untuk PT PLN tidak diatur secara tegas. 
B. Pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab PT PLN Sebagai Pelaku Usaha Atas Penerapan Klausula Baku tentang Kebijakan Biaya Sistem Payment Point Online Bank (PPOB) Tanpa Persetujuan Konsumen
Sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen diundangkan, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha telah diatur dan tersebar di dalam berbagai peraturan yang dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian besar, yakni perindustrian, perdagangan, kesehatan dan lingkungan hidup. Tidak spesifiknya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen mengakibatkan seorang konsumen mengalami kesulitan dalam mencari hak maupun kewajibannya. Berdasarkan hal tersbeut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Melalui Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:

Hak konsumen adalah : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 
b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan membuat dan mencantumkan klausula baku pada intinya tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sepanjang isi dan letak perjanjian standar tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penerapan biaya administrasi dalam sistem Payment Point Online Bank (PPOB) dianggap merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan pendapatan bagi PT PLN. Karena melalui sistem ini jumlah tunggakan tagihan listrik dapat diminimalisir dan pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk pembangunan beberapa infrastruktur PT PLN.

Dasar hukum dari diberlakukannya sistem PPOB adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir (1);

2. Dasar hukum internal PLN tentang peralihan penerimaan pembayaran ke PPOB yang berdasarkan keputusan Direksi PLN No.021.k/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei 1995 tentang Pedoman dan petunjuk Tata Usaha Pelanggan dalam hal ini fungsi penagihan.

3. Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.010.E/012/DIR/2002 tanggal 28 Juni 1984 tentang Mekanisme Arus Dana Receipt
Dalam Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.010.E/012/DIR/2002 tanggal 28 Juni 1984 tentang Mekanisme Arus Dana Receipt disebutkan :

“untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pelanggan dan sekaligus mempercepat aliran masuknya dana hasil penagihan PT PLN (Persero)/PLN membuka sarana pembayaran rekening listrik secara online bekerjasama dengan pihak Bank-Bank, Mitra Kerja, sehingga jumlah tagihan listrik yang lunas dan jumlah uang yang diterima dapat dimonitor dari waktu ke waktu dan keterlambatan informasi yang diterima dapat dimonitor dari wkatu ke waktu dan keterlambatan informasi yang selalu terjadi dalam system konvensional dapat dihindari.”
Pada Bank Jabar Banten Syariah terdapat Surat keputusan Direksi terkait pelaksanaan PPOB, dimana untuk nasabah Bank melakukan pembayaran tagihan listrik maupun tagihan lainnya menggunakan delivery channel berupa ATM. Pada beberapa bank yang melakukan kegiatan bisnis PPOB dasar dari pelaksanaannya ditetapkan melalui keputusan yang bersifat internal berupa keputusan direksi maupun surat edaran direksi.  

Pada tahun 2010 Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengirimkan surat ke Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai kebijakan PT PLN dalam sistem PPOB. BPKN mendasarkan surat mengenai PPOB karena sebelumnya terdapat pengaduan dari Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) mengenai sistem pembayaran listrik melalui PPOB. Kesimpulan BPKN mengenai penerapan sistem PPOB dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN adalah sebagai berikut :

a.    PPOB PLN tetap bisa dilanjutkan karena merupakan bagian dari peningkatan pelayanan kepada konsumen, namun biaya PPOB tersebut dilarang dibebankan kepada konsumen;

b. Konsumen tetap diberikan pilihan untuk dapat membayar secara konvensional dan gratis sebagaimana cara pembayaran konvensional selama ini;

c.    Pemberlakuan PPOB PLN mengandung nilai positif, tetapi hanya sebagian konsumen yang memanfaatkannya. Sedangkan untuk PT PLN pemberlakuan PPOB ini bermanfaat terutama sebagai pengamanan pembayaran. Oleh karena itu biaya yang timbul merupakan tanggungjawab PT PLN (Persero);

d. Biaya yang dipungut dari konsumen selama ini wajib dikembalikan kepada konsumen untuk diperhitungkan dengan kewajiban membayar pada rekening listrik bulan berjalan;
e.    Pihak Bank atau pelaku usaha yang ditunjuk melayani pembayaran wajib memberikan informasi tentang tambahan biaya administrasi untuk fasilitas pembayaran PPOB PLN

Penerapan biaya administrasi pada sistem PPOB melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan yang dilanggar antara lain mengenai hak konsumen pada Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk memilih. Kebijakan mengenai sistem PPOB mewajibkan seluruh pelanggan untuk melakukan pembayaran di bank maupun loket pembayaran listrik yang terdapat biaya administrasi. Pada awalnya masih terdapat loket-loket di area pelayanan kantor PT PLN yang tidak mengenakan biaya administrasi pada pelanggan, namun pada perkembangannya loket-loket ini ditutup. 

Hak lainnya yang dilanggar yaitu Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang kurang jelas mengenai sistem pembayaran PPOB dan kurangnya sosialisasi mengakibatkan pelaggaran terhadap hak untuk memperoleh informasi. Selain itu dasar hukum dari pelaksanaan PPOB lebih bersifat internal dan tidak dibaut terbuka untuk masyrakat.

PT PLN dengan konsumen diikat dengan perjanjian jual beli tenaga listrik pada awal instalasi listrik. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila mencakup 4 syarat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain: sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama dari pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi apabila dihubungkan dengan penerapan biaya administrasi oleh PT PLN kepada konsumen, karena konsumen tidak menyatakan setuju mengenai biaya administrasi. Pada Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku untuk para pihak saja. Untuk permasalahan PPOB, biaya administrasi timbul akibat kerjasama yang dilakukan antara PT PLN dengan bank. Konsumen sebagai pihak diluar perjanjian bank dan PT PLN justru yang dibebankan biaya administrasi. Lebih lanjut Pasal 1340 ayat 2 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak dapat membawa kerugian maupun keuntungan bagi pihak ketiga. Dapat disimpulkan bahwa PT PLN dalam pelaksanaan sistem PPOB telah melakukan pengalihan tanggung jawab berupa pembebanan biaya administrasi kepada konsumen.

Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai yang disepakati. Perjanjian jual beli tenaga listrik didalamnya terdapat hanya kewajiban untuk melakukan pembayaran tepat waktu dan ketentuan mengenai denda. Biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tidak terdapat biaya administrasi dalam komponen. Dampak buruk yang harus diperhatikan yakni biaya administrasi bank yang saat ini dikenakan nantinya dapat dengan mudah dinaikkan oleh pihak bank sehingga semakin tinggi. Hal tersebut didasari karena pihak PT. PLN (Persero) tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan besarnya biaya bank. Bank mitra yang dapat menentukan biaya administrasi sebagai pengganti biaya  operasional sistem yang adaPeningkatan pelayanan PT. PLN (Persero) dengan menggunakan sistem PPOB PT. PLN (Persero) merupakan tindakan sepihak dari pihak  PT. PLN (Persero) sebagai pengaman pembayaran, sehingga konsekuensi pembiayaan atas peningkatan pelayanan tersebut merupakan beban dan tanggung jawab dari PT. PLN (Persero). Beban dan tanggung jawab tersebut dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk dibebankan kepada konsumen/pelanggan. Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tidak dicantumkan ketentuan mengenai klausula mengenai pengalihan tanggung jawab PT PLN sebagai pelaku usaha. Namun pada prakteknya memang terjadi pengalihan tanggung jawab dari PT PLN mengenai pembayaran biaya administrasi dalam rangka penerapan PPOB.

Untuk setiap perjanjian yang menggunakan klausula baku, maka berlaku Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan dinyatakan batal demi hukum. Sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yang isi menyatakan:  

”Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (e), ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.
C. Penyelesaian Sengketa yang Dapat Dilakukan Konsumen Terhadap  PT PLN Atas Penerapan Klausula Baku tentang Kebijakan Biaya Sistem Payment Point Online Bank (PPOB) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Permasalahan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen dapat menuntut pelaku usaha bertanggung jawab memberikan  ganti rugi atas kerusakan,  pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Gugatan yang pernah dilakukan oleh masyarakat terkait dengan sistem PPOB adalah gugatan dari LPKSM ADAMSCO dengan nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. selain itu pada tahun 2014 terdapat gugatan lainnya dengan nomor 267/Pdt.BPSK/2014/PN BTM dari Bapak Eliyas Langoday. 
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai tugas dan wewenang BPSK. Salah satu kewenangannya yaitu melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Terdapatnya gugatan mengenai biaya administrasi pada sistem PPOB yang diterapkan PT PLN oleh LPKSM ADAMSCO, menunjukkan bahwa tidak terdapat upaya dari BPSK untuk menindak PT PLN mengenai perjanjian baku yang diberikan PT PLN. Kurangnya pengawasan mengakibatkan pelaku usaha terus menerapkan perjanjian baku terhadap konsumen tanpa ada sanksi.  
Berdasarkan penelitian yang telah dianalisa, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut tanggung jawab PT PLN berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah mengelola listrik yang merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam dan mendistribusikannya untuk kepentingan masyarakat. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan tujuan PT PLN yang berkaitan dengan tanggung jawab  untuk menjamin ketersediaan listrik. Selain itu PT PLN juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan dipertegas dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengenai hak konsumen salah satunya yaitu mendapatkan pelayanan yang baik. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 adalah masih belum mengatur mengenai bentuk tanggung jawab PT PLN apabila tidak melakukan pelayanan dan menyediakan listrik dengan maksimal.
Pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap tanggung jawab PT PLN sebagai pelaku usaha atas penerapan klausula baku tentang kebijakan sistem Payment Point Online Bank (PPOB) tanpa persetujuan konsumen adalah pada Pasal 4 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak memilih tempat pembayaran yang tidak terdapat biaya administrasi dan mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa PT PLN. Informasi mengenai biaya administrasi maupun dasar hukum yang jelas mengenai sistem PPOB tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Pengaturan lainnya yaitu terdapat pada Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, mengenai kesepakatan dalam harga barang. Konsumen tidak diberikan kesempatan untuk menolak perjanjian jual beli listrik dengan PT PLN karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang berisi klausula baku. Terhadap perjanjian baku PT PLN juga melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pengalihan tanggug jawab pelayanan, dimana seharusnya merupakan kewajiban dari PT PLN termasuk segala beban biaya yang dikeluarkan. Akibat hukum atas terlanggarnya hak-hak konsumen maka pelaku usaha memberikan ganti rugi/kompensasi  sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen terhadap PT PLN sebagai pelaku usaha atas penerapan kebijakan sistem Payment Point Online Bank (PPOB) menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Konsumen dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri di tempat kedudukan pelaku usaha sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan yang berhak menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Tujuan dari dibentuknya BPSK adalah untuk mempermudah konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha, namun putusan BPSK yang seharusnya sudah final dan mengikat sesuai Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pengaturannya masih dapat dilakukan upaya hukum berupa keberatan sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab PT PLN berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah mengelola listrik yang merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam dan mendistribusikannya untuk kepentingan masyarakat. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan tujuan PT PLN yang berkaitan dengan tanggung jawab  untuk menjamin ketersediaan listrik. Selain itu PT PLN juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan dipertegas dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengenai hak konsumen salah satunya yaitu mendapatkan pelayanan yang baik. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 adalah masih belum mengatur mengenai bentuk tanggung jawab PT PLN apabila tidak melakukan pelayanan dan menyediakan listrik dengan maksimal.
2. Pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap tanggung jawab PT PLN sebagai pelaku usaha atas penerapan klausula baku tentang kebijakan sistem Payment Point Online Bank (PPOB) tanpa persetujuan konsumen adalah pada Pasal 4 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak memilih tempat pembayaran yang tidak terdapat biaya administrasi dan mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa PT PLN. Informasi mengenai biaya administrasi maupun dasar hukum yang jelas mengenai sistem PPOB tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Pengaturan lainnya yaitu terdapat pada Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, mengenai kesepakatan dalam harga barang. Konsumen tidak diberikan kesempatan untuk menolak perjanjian jual beli listrik dengan PT PLN karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang berisi klausula baku. Terhadap perjanjian baku PT PLN juga melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pengalihan tanggug jawab pelayanan, dimana seharusnya merupakan kewajiban dari PT PLN termasuk segala beban biaya yang dikeluarkan. Akibat hukum atas terlanggarnya hak-hak konsumen maka pelaku usaha memberikan ganti rugi/kompensasi  sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen terhadap PT PLN sebagai pelaku usaha atas penerapan kebijakan sistem Payment Point Online Bank (PPOB) menurut Pasal 45 Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Konsumen dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri di tempat kedudukan pelaku usaha sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan yang berhak menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Tujuan dari dibentuknya BPSK adalah untuk mempermudah konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha, namun putusan BPSK yang seharusnya sudah final dan mengikat sesuai Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pengaturannya masih dapat dilakukan upaya hukum berupa keberatan sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
B. Saran
1.  Saran saya adalah seharusnya pemerintah dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan karena tidak mengatur secara tegas mengenai bentuk tanggung jawab PT PLN apabila melakukan pelanggaran berupa penyediaan pelayanan yang tidak maksmial maupun dapat merugikan konsumen. 

2.  Terkait dengan sistem Payment Point Online Bank (PPOB) seharusnya PT PLN bertanggung jawab terhadap segala biaya yang dibutuhkan, dimana biaya administrasi yang selama ini dibebankan kepada pelanggan seharusnya merupakan kewajiban bagi PT PLN. Biaya administrasi merupakan biaya yang ditimbulkan dari perjanjian PT PLN dengan bank. Selain itu PT PLN perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu apabila akan menerapkan kebijakan terhadap pelanggan agar hak konsumen dapat terpenuhi. Loket yang tidak menggunakan biaya administrasi juga perlu diperbanyak agar pelanggan memiliki pilihan dalam pembayaran tagihan listrik.
3. Sebaiknya pemerintah melakukan pengujian kembali terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama mengenai kewenangan dari BPSK, karena keterbatasan kewenangan dari BPSK akan menimbulkan tidak terpenuhinya hak dari konsumen dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen.
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